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Abstrak  

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal, 

aksesibilitas informasi desa, kompetensi aparatur desa, sistem keuangan, pemanfaatan teknologi 

informasi, dan gaya kepemimpinan kepala desa menjadi faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini. 

Penelitian dilakukan pada Desa Sumberagung Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. Penelitian ini 

menggunakan sumber data primer yang berasal dari kuesioner yang diberikan kepada 54 responden. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda menggunakan program 

SPSS. Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian internal, aksesibilitas informasi desa, sistem 

keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan gaya kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh 

terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Kompetensi aparatur desa menjadi 

satu-satunya faktor yang berpengaruh dalam pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa di 

Desa Sumberagung. 

 

Kata Kunci : Sistem, Teknologi Informasi, Kecurangan, Dana Desa 

 

Abstract 

 

This study aims to determine the factors that influence fraud prevention in village fund 

management. Internal control system, accessibility of village information, competence of village 

apparatus, financial system, utilization of information technology, and leadership style of village head 

are the factors studied in this study. The research was conducted in Sumberagung Village, Jetis District, 

Bantul Regency. This study used primary data sources derived from questionnaires given to 54 

respondents. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis using the SPSS 

program. The results showed that the internal control system, accessibility of village information, 

financial system, utilization of information technology, and leadership style of the village head did not 

affect the prevention of fraud in village fund management. The competence of village officials is the 

only influential factor in preventing fraud in managing village funds in Sumberagung Village. 

 

Keywords: System, Information Technology, Cheating, Village Fund 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Desa dapat dikatakan sebagai 

representasi dari kesatuan hukum 

terkecil di Indonesia. Terdapat sistem 

desentralisasi antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah sampai ke tiap 

desa atau kalurahan. Dana desa dapat 

dikatakan meningkat dari awal resmi 

pertama kali diberikan. Pengelolaan 

keuangan dana desa menjadi perhatian 
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mengingat setiap pimpinan atau kepala 

desa berganti sesuai waktu yang telah 

ditentukan dan hanya dapat dipilih satu 

kali atau setiap warga memiliki 

kesempatan menjabat kepala desa 

sebanyak dua kali. Perbedaan karakter, 

kemampuan pimpinan sampai Sumber 

Daya Manusia (SDM) di tingkat desa 

dapat berubah-ubah. Masih terpatrinya 

mindset lama tentang pengelolaan 

keuangan desa, khususnya fungsi’ 

kepala desa sebagai sebagai “raja kecil”. 

Masih lemahnya kapasitas SDM yang 

dimiliki oleh perangkat Desa yang bisa 

mengakibatkan pelaksanaan fungsi 

pengelolaan dikhawatirkan jatuh pada 

beberapa kesalahan atau pelanggaran 

fungsi atas uang yang dikelola.  

Alokasi dana desa yang menjadi 

akuntabilitas keuangan publik rentan 

terjadi penyelewengan ataupun tidak 

menutup kemungkinan terjadi 

kecurangan. Berbagai cara dilakukan 

oleh oknum ataupun pelaku korupsi di 

pemerintahan desa. Dugaan tidak 

transparan, mark up, program fiktif, 

proyek tidak sesuai kebutuhan, tidak 

sesuai aturan dalam pengelolaan dana 

desa menjadi laporan yang disampaikan 

oleh masyarakat (Isti, 2019). Risiko 

kecurangan (fraud) yang dapat terjadi 

dalam pengelolaan keuangan desa 

karena penggunaan kas desa secara tidak 

sah. Mark up dan atau Kick Back pada 

pengadaan barang atau jasa. Penggunaan 

Aset Desa untuk kepentingan pribadi 

aparat desa secara tidak sah aset desa, 

berupa sarana kantor, tanah desa, 

peralatan kantor ataupun kendaraan 

kantor, dan pungutan liar pelayanan 

desa. Beberapa kasus korupsi yang 

terjadi akibat kecurangan ini diantaranya 

melibatkan kepala desa di Kulon Progo 

(Purba & Zebua, 2019), mantan kepala 

desa Janji Manahan Sumatera Utara 

ditetapkan sebagai tersangka korupsi 

dana desa, terdakwa kasus korupsi desa 

di Kudus dengan total kerugian Rp. 1.8 

miliar, mantan kepala desa Lau 

Kecamatan Dawe melakukan tindak 

pidana korupsi pada tahun 2018-2019, 

dua perangkat desa di Probolinggo 

terlibat korupsi 689 pada alokasi dana 

desa tahun 2017-2020, tiga perangkat 

desa Waduruka Nusa Tenggara Barat 

ditetapkan tersangka oleh Tipikor Sat 

Reskrim Polres Bima Kota (Nickyrawi, 

2022). Ironis rasanya ketika seharusnya 

dana desa bermanfaat untuk masyarakat 

justru disalahgunakan. 

Sistem Pengendalian Internal (SPI) 

menjadi salah satu bentuk pengendalian 

untuk mengawal alokasi dana desa. 

Komponen SPI dari lingkungan 

pengendalian, kegiatan pengendalian, 

pemantauan, penilaian resiko, serta 

informasi dan komunikasi menjadi hal 

yang seharusnya dapat mengatasi segala 

bentuk kecurangan jika 

diimplementasikan sebagaimana 

mestinya aturan yang berlaku. Sistem 

keuangan yang digunakan dapat 

dipertanggungjawabkan dan secara real 

penggunaan sesuai dengan anggaran 

yang telah disepakati oleh perwakilan 

DPD desa ataupun masyarakat. Jika 

terjadi mark-up ataupun penyelewengan 

secara sistem akan terbaca sehingga 

dapat segera ditanggulangi. 

Pemanfaatan teknologi informasi juga 

harus digalakan mengingat saat ini 

sudah era 4.0 yang menuju 5.0. Nantinya 

masyarakat dengan mudah akan 

mengetahui, menelusuri, bertanya 

terkait penggunaan dana desa. Gaya 

kepemimpinan kepala desa juga menjadi 
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ranah penting mengingat ujung tombak 

desa berada ditangan kepala desa. 

Penyelewengan ataupun kecurangan 

dapat teratasi jika kepala desa memiliki 

sikap tegas atas segala bentuk 

kecurangan. Hal di atas menjadi harapan 

upaya desa, upaya masyarakat, upaya 

pemerintah dalam melakukan 

pencegahan pengelolaan dana desa agar 

tepat sasaran. 

Tujuan utama penelitian ini adalah 

mendapatkan hasil analisis dan 

formulasi rekomendasi yang diperlukan 

pemerintah terhadap pengelolaan dana 

desa agar tepat sasaran sesuai tujuan 

yang dicanangkan pemerintah pusat. 

Urgensi penelitian ini adalah 

pengelolaan dana desa yang bebas dari 

praktek korupsi, kecurangan ataupun 

penyelewengan sehingga tujuan 

pemerintah pusat tercapai dari alokasi 

dana desa yang telah dianggarkan dan 

diberikan tiap tahunnya untuk Indonesia 

lebih maju.  

 

2. TINJAUAN TEORI DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 Stewardship Theory 

Stewardship theory disajikan sebagai 

alternatif (beberapa orang mungkin 

mengatakan "komplementer") untuk 

teori agensi. Tidak seperti teori agensi 

yang berfokus pada kontrol dan konflik, 

teori stewardship menekankan 

kerjasama dan kolaborasi 

(Sundaramuthy dan Lewis, 2003), dan 

menyediakan premis non-ekonomi 

untuk menjelaskan hubungan. 

Stewardship theory adalah teori yang 

dicetuskan oleh Donaldson dan Davis 

(1991), teori ini menggambarkan situasi 

dimana para manajer tidaklah 

termotivasi oleh tujuan-tujuan   individu   

tetapi   lebih ditujukan pada sasaran hasil 

utama mereka untuk kepentingan 

organisasi (Rezkiyanti, 2019). 

 

Tatalaksana Pemerintahan 

Tatalaksana pemerintahan di 

Indonesia terbagi dari pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, kecamatan sampai di 

tingkat desa atau jika di Yogyakarta 

adalah kalurahan. Desa berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

memiliki hak dalam mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat 

setempat dan salah satu tujuan 

pengaturan desa yaitu membentuk 

Pemerintahan Desa yang profesional, 

efisien, dan efektif. Maksud dari 

undang-undang ini adalah negara ingin 

memperkecil perbedaan ataupun 

ketimpangan sosial dengan membuat 

beberapa aturan dengan harapan dapat 

meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat dengan tepat sasaran dengan 

program-program dari bawah. Perbaikan 

kesejahteraan masyarakat diharapkan 

tercipta dengan adanya kebijakan desa 

atau kalurahan akan mendapatkan dana 

transfer yang disebut dengan dana desa 

yang berasal langsung dari pemerintah 

pusat dan telah dianggarkan di Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN). 

 

Akuntabilitas 

Akuntabilitas sendiri merupakan 

sebuah konsep yang memfokuskan pada 

kapasitas organisasi sektor publik untuk 

memberikan jawaban terhadap pihak-

pihak yang berkepentingan dengan 

organisasi tersebut. Dalam penegasan 

yang lebih spesifik, akuntabilitas 

merupakan kemampuan organisasi 

sektor publik dalam memberikan 
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penjelasan atas tindakan-tindakan yang 

dilakukannya terutama terhadap pihak-

pihak yang dalam sistem politik telah 

mendapatkan kewenangan untuk 

melakukan penilaian dan evaluasi 

terhadap organisasi publik tersebut (Aini 

dan Purboyo, 2020). 

 

Pengelolaan Dana Desa 

Menurut Meinawati (2013) 

pengelolaan adalah subtantifa dari 

mengelola, sedangkan mengelola berarti 

suatu tindakan yang dimulai dari 

penyusunan data, merencana, 

mengorganisasikan, melaksanakan, 

sampai dengan pengawasan dan 

penilaian. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

pengelolaan dana desa adalah suatu cara 

atau proses mengatur keuangan dana 

desa yang diberikan pemerintah dimulai 

dari penyusunan data, merencanakan, 

mengorganisasikan, melaksanakan, 

sampai dengan pengawasan, penilaian 

dan pelaporan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan bersama. 

 

Sistem Pengendalian Internal 

 Sistem Pengendalian Internal (SPI) 

menjadi salah satu bentuk pengendalian 

untuk mengawal alokasi dana desa. 

Komponen SPI dari lingkungan 

pengendalian, kegiatan pengendalian, 

pemantauan, penilaian resiko, serta 

informasi dan komunikasi menjadi hal 

yang seharusnya dapat mengatasi segala 

bentuk kecurangan jika 

diimplementasikan sebagaimana 

mestinya aturan yang berlaku. 

 

Aksesibilitas Informasi Desa 

 Aksesibilitas merupakan 

perpindahan informasi dari pemberi 

informasi kepada penerima informasi 

secara mudah, aman, nyaman, dan 

kecepatan yang semestinya (Novalia & 

Nahar, 2022). Penerapan akuntansi 

keuangan yang maksimal, memudahkan 

masyarakat dalam memperoleh 

informasi sehingga akan berpengaruh 

terhadap tingkat transparansi dan 

akuntabilitas keuangan daerah. 

Pemerintah berkewajiban untuk 

memberikan akses informasi terkait 

pengelolaan dana desa dan informasi 

lainnya yang akan dijadikan untuk 

pengambilan keputusan serta untuk 

mendorong akuntabilitas pemerintahan. 

Kemudahan akses yang diperoleh 

masyarakat akan meningkatkan 

kepercayaan mereka terhadap 

pemerintah desa. Penelitian yang 

dilakukan oleh Fauziyah & Handayani 

(2017), Fikrian (2017), menunjukkan 

adanya pengaruh positif antara 

aksesibilitas terhadap akuntabilitas 

pengelolaan keuangan daerah. 

 

Kompetensi Aparatur Desa 

 Terkait pengelolaan dana desa, 

seorang aparatur desa harus memiliki 

kemampuan yang baik agar dapat 

mengelola dan 

mempertanggungjawabkan dana desa 

tersebut karena aparatur desa yang 

berkompeten dalam mengelola 

keuangan desa dapat meningkatkan 

akuntabilitas dari pengelolaan dana desa 

tersebut, dan begitu pula sebaliknya 

(Umaira dan Adnan, 2019). 

 

Sistem Keuangan 

Aplikasi Sistem Keuangan Desa 

(SISKEUDES) merupakan aplikasi yang 

dikembangkan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

untuk meningkatkan kualitas tata kelola 
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keuangan desa. Aplikasi ini untuk 

kebutuhan pengelolaan keuangan desa. 

Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi 

pengelolaan keuangan desa dibuat 

sederhana sehingga memudahkan 

pengguna dalam mengoperasikan 

Aplikasi Sistem Keuangan Desa 

(SISKEUDES). Aplikasi Sistem 

Keuangan Desa (SISKEUDES), 

merupakan bentuk komitmen 

pemerintah daerah dalam mendukung 

secara nyata tata kelola pemerintahan 

desa secara baik dan akuntabel melalui 

aplikasi ini (Rivan & Maksum, 2019). 

 

Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Kewajiban pemanfaatan teknologi 

informasi oleh pemerintah dan 

pemerintah daerah telah diatur dalam PP 

No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah. Teknologi 

Informasi yang dikelola dengan baik 

dapat menghasilkan sebuah akses 

dengan biaya yang terjangkau, dan 

tanggap terhadap kebutuhan manusia 

(Razi, 2017). 

Teknologi informasi adalah sarana 

dan prasarana (hardware, software, 

useware) sistem atau metode untuk 

memperoleh, mengirimkan, mengolah, 

menafsirkan, menyimpan, 

mengorganisasikan, dan menggunakan 

data secara bermakna (Warsita, 2008). 

Komputer sebagai salah satu komponen 

dari teknologi informasi merupakan alat 

yang bisa melipatgandakan kemampuan 

yang dimiliki manusia dan dapat 

mengerjakan sesuatu yang manusia 

mungkin tidak mampu melakukannya 

(Sugiarti & Yudianto, 2017). 

 

 

 

Gaya Kepemimpinan 

 Gaya kepemimpinan adalah 

bagaimana seorang pemimpin 

melakukan fungsi kepemimpinannya 

dan bagaimana ia dilihat oleh mereka 

yang berusaha untuk membimbingnya 

atau mereka yang mungkin mengamati 

dari luar (Ubaidillah & Cahayuni, 2022). 

Megawaty, Hamdat, & Aida (2022) 

mengatakan bahwa gaya kepemimpinan 

adalah berbagai pola perilaku yang 

disukai oleh pemimpin dalam proses 

mengarahkan dan mempengaruhi 

pekerja. Gaya kepemimpinan adalah 

perilaku dan strategi, sebagai hasil dari 

kombinasi filosofi, keterampilan, sifat, 

sikap, yang sering diterapkan seorang 

pemimpin ketika ia mencoba 

mempengaruhi kinerja bawahannya. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif. Objek penelitian adalah desa 

atau kalurahan Sumberagung, Jetis, 

Bantul. Jenis data penelitian 

menggunakan data primer yang 

diperoleh langsung dari sumber pertama 

yaitu objek penelitian atau responden 

berupa jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan dalam kuesioner penelitian 

yang dikumpulkan dengan metode 

survei. Variabel independen (X) yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

sistem pengendalian internal, 

aksesibilitas informasi desa, kompetensi 

aparatur desa, sistem keuangan, 

pemanfaatan teknologi informasi, gaya 

kepemimpinan kepala desa, Variabel 

dependennya adalah Pencegahan 

Kecurangan Pengelolaan Dana Desa 

(Y). Penilaian dilakukan dengan 

beberapa pertanyaan menggunakan 

skala likert dengan pemberian skor 1-4. 
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Pengujian data kuesioner menggunakan 

uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, 

analisis regresi berganda, dan uji 

hipotesis dengan uji F (simultan) dan 

koefisien determinasi, serta uji t 

(parsial). 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini terdapat 54 

kuesioner yang dibagikan kepada 54 

responden yang berasal dari Desa 

Sumberagung, Kecamatan Jetis, 

Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

Responden penelitian ini adalah 22 

Pengurus Desa yang terdiri dari Lurah 

Desa, Carik, Kasi, Kaur, dan Staf, 23 

Pengurus LPMD Desa Sumberagung, 

dan 9 responden yang merupakan 

pimpinan dan ketua bidang Badan 

Permusyawaratan Desa Sumberagung. 

 

Uji Validitas 

Hasil pengujian validitas diketahui 

bahwa nilai r-hitung dari seluruh 

pernyataan lebih tinggi dari nilai r-tabel, 

sehingga semua pernyataan dinyatakan 

valid. Terdapat 59 butir pernyataan 

untuk variabel pencegahan kecurangan, 

sistem pengendalian internal, 

aksesibilitas informasi desa, kompetensi 

aparatur desa, sistem keuangan, 

pemanfaatan teknologi informasi, dan 

gaya kepemimpinan kepala desa. 

 

Uji Reliabilitas 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas 

menunjukkan bahwa semua variabel 

memiliki nilai cronbach’s alpha lebih 

besar dari 0,70. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa semua item variabel 

penelitian reliabel dan dapat digunakan 

sebagai alat penelitian. 

Uji Asumsi Klasik 

Pada uji normalitas nilai signifikan 

sebesar 0,200 atau >0,05. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa data 

penelitian berdistribusi normal. Pad uji 

multikolinearitas yang pertama terdapat 

dua variabel, yaitu X1 dan X2 yang 

memiliki nilai tolerance <0,10 dan nilai 

VIF >10. Nilai tersebut menunjukkan 

bahwa terdapat multikolinearitas. 

Apabila terdapat multikolinearitas, 

variabel tersebut perlu dihapus dari 

model. Tujuan penghapusan variabel 

adalah mengurangi kelebihan informasi 

yang sudah diwakili oleh predictor 

lainnya. Dengan menghilangkan 

variabel dari model tidak akan 

mengurangi R kuadrat secara drastis. 

Setelah X1 dan X2 dikeluarkan dari 

model hasil uji menunjukkan tidak 

terdapat multikolinearitas. Selanjutnya 

uji heteroskedastisitas menunjukan nilai 

sig. dari enam variabel independen 

>0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model regresi tidak mengandung 

heteroskedastisitas. 

 

Uji Regresi Linear Berganda 

Tabel 1 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

 Variabel B  T  Sig. 

(Constant) 1.795 0.922 0.361 

Sistem Pengendalian 

Internal 0.138 0.904 0.370 

Aksesibilitas Informasi 

Desa 

-

0.057 

-

0.178 0.859 

Kompetensi Aparatur 

Desa 1.202 7.349 0.000 

Sistem Keuangan 

-

0.001 

-

0.004 0.997 

Pemanfaatan 

Teknologi Informasi 0.004 0.021 0.984 

Gaya Kepemimpinan 

Kepala Desa  0.135 0.792 0.433 

 



 

191 

Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Volume 7, Nomer 2, September 2023 Hlm 

185-199 
 

 

David dan Inna, Pengaruh Sistem Pengendalian….  Page 191  

Berdasarkan data di atas, persamaan 

regresi untuk penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4
+ 𝛽5𝑋5 + 𝛽6𝑋6 + 𝑒 

𝑌 = 1,795 + 0,138𝑋1 − 0.057𝑋2
+ 1,202𝑋3 − 0,001𝑋4
+ 0,004𝑋5 + 0,135𝑋6 + 𝑒 

Keterangan: 

Y = Pencegahan Kecurangan dalam 

Pengelolaan Dana Desa 

α = Konstanta 

β = Koefisien Regresi 

X_1= Sistem Pengendalian Internal 

X_2= Aksesibilitas Informasi Desa 

X_3= Kompetensi Aparatur Desa 

X_4= Sistem Keuangan 

X_5= Pemanfaatan Teknologi Informasi 

X_6= Gaya Kepemimpinan Kepala Desa 

e  = Variabel independen lain yang tidak 

diukur 

Berikut merupakan penjelasan terkait 

persamaan regresi linier berganda: 

a. Nilai konstanta sebesar 1,795 

menunjukkan apabila sistem 

pengendalian internal, aksesibilitas 

informasi desa, kompetensi aparatur 

desa, sistem keuangan, 

pemanfaatan teknologi informasi, 

dan gaya kepemimpinan kepala 

desa bernilai 0 (nol), maka 

pencegahan kecurangan dalam 

pengelolaan dana desa mengalami 

kenaikan sebesar nilai konstanta 

tersebut atau 1,795.  

b. Nilai koefisien regresi sistem 

pengendalian internal sebesar 0,138 

positif. Nilai tersebut menunjukkan 

setiap adanya peningkatan sistem 

pengendalian internal sebesar 1 

satuan, maka nilai pencegahan 

kecurangan dalam pengelolaan 

dana desa meningkat sebesar 0,138 

satuan dengan asumsi variabel lain 

konstan.  

c. Nilai koefisien regresi aksesibilitas 

informasi desa sebesar 0,057 

negatif. Nilai tersebut menunjukkan 

setiap adanya penurunan 

aksesibilitas informasi desa sebesar 

1 satuan, maka nilai pencegahan 

kecurangan dalam pengelolaan 

dana desa menurun sebesar 0,057 

satuan dengan asumsi variabel lain 

konstan. 

d. Nilai koefisien regresi kompetensi 

aparatur desa sebesar 1,202 positif. 

Nilai tersebut menunjukkan setiap 

adanya peningkatan kompetensi 

aparatur desa sebesar 1 satuan, 

maka nilai pencegahan kecurangan 

dalam pengelolaan dana desa 

mengalami peningkatan sebesar 

1,202 dengan asumsi variabel lain 

konstan. 

e. Nilai koefisien regresi sistem 

keuangan bernilai 0,001 negatif. 

Nilai tersebut menunjukkan setiap 

adanya penurunan sistem keuangan 

sebesar 1 satuan, maka nilai 

pencegahan kecurangan dalam 

pengelolaan dana desa mengalami 

penurunan sebesar 0,001 dengan 

asumsi variabel lain konstan.  

f. Nilai koefisien regresi pemanfaatan 

teknologi informasi sebesar 0,004 

positif. Nilai tersebut menunjukkan 

setiap adanya peningkatan 

pemanfaatan teknologi informasi 

sebesar 1 satuan, maka nilai 

pencegahan kecurangan dalam 

pengelolaan dana desa meningkat 

sebesar 0,004 dengan asumsi 

variabel lain konstan. 

g. Nilai koefisien regresi gaya 

kepemimpinan kepala desa sebesar 
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0,135 positif. Nilai tersebut 

menunjukkan setiap adanya 

peningkatan gaya kepemimpinan 

kepala desa sebesar 1 satuan, maka 

nilai pencegahan kecurangan dalam 

pengelolaan dana desa meningkat 

sebesar 0,135 dengan asumsi 

variabel lain konstan. 

 

Pengujian Hipotesis 

Uji F dan Koefisien Determinasi 

Uji F adalah uji yang dilakukan untuk 

menilai pengaruh semua variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

Apabila hasil uji menunjukkan 

signifikansi F <0,05 maka model regresi 

dapat digunakan untuk memprediksi 

variabel independen, yang menjelaskan 

semua variabel independen sekaligus 

dan secara signifikan mempengaruhi 

variabel dependen (Ghozali, 2018). Pada 

penelitian ini, nilai signifikansi F sebesar 

0,000<0,05, maka dapat diartikan 

seluruh variabel independen pada 

penelitian ini secara bersama-sama 

memiliki pengaruh simultan terhadap 

pencegahan kecurangan dalam 

pengelolaan dana desa. Besarnya 

pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen dapat dilihat dari 

besaran nilai Adjusted R square. Nilai 

Adjusted R square pada penelitian ini 

adalah 0, 895. Dari nilai tersebut dapat 

ditarik kesimpulan bahwa 89,5% 

pencegahan kecurangan dalam 

pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh 

variabel independen penelitian ini, 

10,5% pencegahan kecurangan dalam 

pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

 

 

Uji T 

Uji t dilakukan untuk mengetahui 

arah dan besarnya pengaruh serta 

signifikan atau tidaknya pengaruh 

variabel independen secara parsial 

ketika menjelaskan variabel dependen. 

Jika nilai signifikansi t (p-value) <0,05 

maka hipotesis terdukung dan 

menjelaskan bahwa variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen secara 

parsial. Berdasarkan data pada Tabel 1.8 

dapat diketahui bahwa: 

a. Nilai signifikansi sistem 

pengendalian internal yaitu 0,370. 

Nilai tersebut >0,05 maka sistem 

pengendalian internal tidak 

berpengaruh terhadap pencegahan 

kecurangan dalam pengelolaan 

dana desa. Terlepas dari seberapa 

baik sistem pengendalian internal, 

kecurangan tetap dapat terjadi 

ketika terdapat oknum yang 

menjalankan sistem 

menyalahgunakan kekuasaan 

mereka. Keadaan ini kemudian 

dapat menyebabkan sistem 

pengendalian internal tidak 

berpengaruh terhadap pencegahan 

kecurangan (Rahmawati & 

Soetikno, 2012). 

b. Nilai signifikansi aksesibilitas 

informasi desa yaitu 0,859. Nilai 

tersebut >0,05 maka aksesibilitas 

informasi desa tidak berpengaruh 

terhadap pencegahan kecurangan 

dalam pengelolaan dana desa. 

Aksesibilitas memiliki keterkaitan 

yang erat dengan akuntabilitas, 

publik atau masyarakat akan 

bersedia melakukan evaluasi 

terhadap kinerja pemerintah desa 

sehingga kecurangan bias dicegah. 

Meskipun aksesibilitas informasi 
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dapat menjadi jalan bagi 

masyarakat untuk turut serta 

mengawasi aktivitas desa dalam 

pengelolaan dana desa, ketersediaan 

informasi juga perlu diperhatikan 

sehingga kesempatan yang 

diberikan kepada masyarakat untuk 

mengakses informasi dapat 

memberikan pengaruh terhadap 

pencegahan kecurangan dalam 

pengelolaan dana desa. 

c. Nilai signifikansi kompetensi 

aparatur desa yaitu 0,000. Nilai 

tersebut <0,05 maka kompetensi 

aparatur desa berpengaruh terhadap 

pencegahan kecurangan dalam 

pengelolaan dana desa.  Hasil uji 

hipotesis ini dapat diartikan dengan 

semakin tinggi kompetensi yang 

dimiliki aparatur desa maka 

kecurangan dalam pengelolaan 

dana desa dapat dicegah dengan 

lebih baik. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian Mufidah & Masnun 

(2021) yang menyatakan bahwa 

kompetensi aparatur desa 

berpengaruh positif terhadap 

pencegahan kecurangan. 

d. Nilai signifikansi sistem keuangan 

yaitu 0,997. Nilai tersebut >0,05 

maka sistem keuangan tidak 

berpengaruh terhadap pencegahan 

kecurangan dalam pengelolaan 

dana desa. Hasil ini berbeda dengan 

penelitian Fathia & Indriani (2022) 

yang menyebutkan bahwa sistem 

keuangan desa berpengaruh positif 

terhadap pencegahan kecurangan. 

Adanya sistem terintegrasi dan 

terkomputerisasi akan 

menghasilkan pelaporan keuangan 

yang akuntabel dalam pengelolaan 

dana desa sehingga kecurangan 

dapat dicegah. 

e. Nilai signifikansi pemanfaatan 

teknologi informasi yaitu 0,984. 

Nilai tersebut >0,05 maka 

pemanfaatan teknologi informasi 

tidak berpengaruh terhadap 

pencegahan kecurangan dalam 

pengelolaan dana desa. Kondisi ini 

dapat disebabkan kurang 

optimalnya penggunaan teknologi 

informasi untuk kegiatan 

pencegahan kecurangan. Teknologi 

yang ada hanya dimanfaatkan untuk 

kepentingan administrasi desa. 

f. Nilai signifikansi gaya 

kepemimpinan kepala desa yaitu 

0,433. Nilai tersebut >0,05 maka 

gaya kepemimpinan kepala desa 

tidak berpengaruh terhadap 

pencegahan kecurangan dalam 

pengelolaan dana desa. Gaya 

kepemimpinan kepala desa gagal 

mendorong pencegahan kecurangan 

dalam pengelolaan dana desa. 

Seorang pemimpin diharapkan 

mampu mengatur, merencanakan 

dan membimbing bawahannya serta 

masyarakat agar tidak terjadi 

kecurangan. Gaya kepemimpinan 

bukanlah bakat, sehingga perlu 

dipahami dan diterapkan sesuai 

aturan dan situasi. 

 

5. HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan maka simpulan yang dapat 

diberikan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. H1 dalam penelitian ini tidak 

terdukung, artinya sistem 

pengendalian internal tidak 

berpengaruh terhadap pencegahan 
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kecurangan dalam pengelolaan 

dana desa.  

b. H2 dalam penelitian ini tidak 

terdukung, artinya aksesibilitas 

informasi desa tidak berpengaruh 

terhadap pencegahan kecurangan 

dalam pengelolaan dana desa.  

c. H3 dalam penelitian ini terdukung, 

artinya kompetensi aparatur desa 

berpengaruh terhadap pencegahan 

kecurangan dalam pengelolaan 

dana desa.  

d. H4 dalam penelitian ini tidak 

terdukung, artinya sistem keuangan 

tidak berpengaruh terhadap 

pencegahan kecurangan dalam 

pengelolaan dana desa.  

e. H5 dalam penelitian ini tidak 

terdukung, artinya pemanfaatan 

teknologi informasi tidak 

berpengaruh terhadap pencegahan 

kecurangan dalam pengelolaan 

dana desa.  

f. H6 dalam penelitian ini tidak 

terdukung, artinya gaya 

kepemimpinan kepala desa tidak 

berpengaruh terhadap pencegahan 

kecurangan dalam pengelolaan 

dana desa. 
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